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ABSTRAK

Landasan konstitusional mengenai pentingnya perlindungan data pribadi terdapat
dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, memberikan landasan fundamental untuk
menjamin hak atas privasi, khususnya perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan
oleh perkembangan inovasi teknologi yang semakin kompleks dan berskala besar.
Akibatnya informasi mengenai data pribadi. sangat memungkinkan lebih cepat dan
mudah diakses. Apalagi sejak 'munculnya teknologi' Robot Process Automation di
segala bidang bisnis. RPA adalah robot perangkat lunak yang dirancang untuk
melakukan tugas berulang dalam memproses data dan informasi. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan system keamanan dari teknologi ini. Sehingga menjadi
tantangan bagi bisnis untuk mencegah kasus pelanggaran data seperti hilangnya data
pribadi. Perusahaan akan bertanggung jawab kepada pengguna produknya jika data
pribadi dibagikan kepada konsumen di masa mendatang. Berdasarkan persoalan
tersebut, maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama,
Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia tentang penggunaan teknologi
Robotic Process Automation (RPA)?. Kedua, Bagaimanakah tanggung jawab
perusahaan menghadapi kebocoran data dari penggunaan teknologi Robotic Process
Automation (RPA) ?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian,
pertama, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan terkait robot process automation
belum ada regulasi khusus tetapi bisa berpedoman pada UU ITE, UU PDP, dan
Permenkomifo. Kedua, pertanggungjawaban perusahaan terhadap melawan hukum
termasuk ke dalam tanggung jawab pengganti atau Vicarious liability.
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